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P U T U S A N 

Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Klk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Kolaka  yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara cerai talak antara: 

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Watarema Desa 

Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Andri Alman Assigaf, S.H 

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor 

Pengacara ANDRI ALMAN ASSIGAF & ASSOCIATES, yang 

beralamat di Jalan Pemuda Nomor 413, Kelurahan Tahoa, 

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2019 yang telah terdaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register 

surat kuasa Nomor : 76/XI/K/2019 tanggal 13 Nopember 2019, 

sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 

 m e l a w a n 

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu 

rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Lorong SMP 

2 Pomalaa, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten 

Kolaka, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 

13 Nopember 2019 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar 

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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528/Pdt.G/2019/PA.Klk tanggal 25 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sebagaimana 

bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 4922/II/2009 bertanggal 10 

Oktober 2019; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan 

Termohon berstatus Perawan; 

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang sakina, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT; 

4. Bahwa setelah akat nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai 

suami istri bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Sopura, 

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sampai berpisah tempat tinggal; 

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya 

suami istri (Ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 

1) Safania Alpaira Binti Ansar T, umur 10 Tahun 

2) Anggita Dwi Putri BintiAnsar T, umur 5 Tahun 

Anak-anak tersebut saat iniikut bersama Termohon; 

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam 

keadaan rukun dan baik namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan 

Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak 

harmonis lagi; 

7. Bahwa perselihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh : 

a) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; 

b) Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; 

c) Bahwa Termohon suka marah dan berkata kasar kepada Pemohon, yang 

berkaitan dengan keuangan; 

d) Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon pada saat 

saudara Pemohon singgah ke rumah orang Tua Termohon; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 528/Pdt.G/2019/PA.Klk 

 

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon 

terjadi bulan November Tahun 2019 saat mana Pemohon pergi 

meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di dusun 

I, Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan Termohon 

bertempat tinggal di Lorong SMP 2 Pomalaa, Jalan Pendidikan Desa Sopura, 

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan 

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling 

menjalankan kewajiban layaknya suami istri; 

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon  

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan 

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kolakac/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut: 

Primair 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya; 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap 

Termohon; 

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum; 

Subsidair 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan 

yang seadil-adilnya(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi 

dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kolaka, 

Disclaimer
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namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 

2019; 

 Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan 

pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan 

terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Pemohon; 

Bahwa  terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah 

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

Dalam Konvensi: 

- Bahwa posita poin 1 s/d 4 permohonan Pemohon adalah benar; 

- Bahwa posita 5 adalah benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak, masing-masing bernama : Safania Alpaira binti Ansar, lahir 13 

September 2009, umur 10 tahun dan Anggita Dwi Putri binti Ansar, lahir 25 

Maret 2014, umur 5 tahun; 

- Bahwa posita poin 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar Pemohon dan 

Termohon sering bertengkar sejak tahun 2015 tetapi sejak Januari 2018 baru 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa posita poin 7 a adalah tidak benar Termohon tidak menghargai 

Pemohon karena Termohon sangat menghargai Pemohon selaku suami; 

- Bahwa posita poin 7 b adalah tidak benar Termohon tidak mendengar nasihat 

Pemohon tetapi Pemohon yang tidak mau mendengar nasihat Termohon 

karena Pemohon sering berbohong kepada Termohon jika keluar rumah 

dengan alasan kerja dan terkadang pulang ke rumah tengah malam; 

- Bahwa posita poin 7 c adalah benar Termohon suka marah dan kasar 

disebabkan Pemohon sudah tidak betah tinggal di rumah dan tidak mau 

mencicipi makanan yang telah disiapkan Termohon; 

- Bahwa posita poin 7 d tidak benar Termohon tidak menghargai keluarga 

Pemohon pada saat datang di rumah, tetapi nanti setelah keluarga Pemohon 

mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon 

marah; 

- Bahwa Termohon menerima untuk diceraikan Pemohon 

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik 

secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut: 
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1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang 

diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon; 

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon yang mengatakan 

bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak tahun 

2018, faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih sejak 

tahun 2015 pada saat Pemohon dan Termohon berada di Morowali; 

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon dalam jawaban pada 

posita pin 7 huruf a, b dan c karena kenyataannya Termohon memang tidak 

menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mendengarkan 

nasihat suami, juga Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon; 

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon pada posita poin 7 

huruf d karena kenyataannya Termohon memang tidak menghargai keluarga 

Pemohon pada saat saudara Pemohon mampir ke rumah orang tua 

Termohon; 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa 

perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan 

siding Pengadilan Agama Kolaka; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan duplik 

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula; 

Dalam Rekonvensi: 

Bahwa selain jawaban atas permohon Pemohon, Termohon mengajukan 

gugatan rekonvensi sebagai berikut : 

Bahwa Termohon menerima diceraikan Pemohon, tetapi Penggugat 

(Termohon dalam konvensi) menuntut Tergugat (Pemohon dalam konvensi) 

untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa: 

1. Nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

- Safania Alpaira binti Ansar T., lahir 13 September 2009, umur 10 tahun; 

- Anggita Dwi Putri binti Ansar T, lahir 25 Maret 2014, umur 5 tahun, 

Disclaimer
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masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

untuk 2 orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun); 

2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, 

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis 

Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: 

2.1. Nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

- Safania Alpaira binti Ansar T., lahir 13 September 2009, umur 10 tahun; 

- Anggita Dwi Putri binti Ansar T, lahir 25 Maret 2014, umur 5 tahun, 

masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun); 

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, 

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

2.3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban 

secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyepakati dan menyetujui 

semua tuntutan Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara 

sidang perkara ini; 

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah 

mengajukan alat bukti tertulis fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 

276/Kua.24.01.7/pw.10/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka tanggal 10 Oktober 2019, telah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup 

dan distempel pos (kode P); 

 Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang 

saksi sebagai berikut : 
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1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, 

bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Anaiwoi, 

Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah 

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;  

- Bahwa Pemohon adalah sepupu 1 (satu) kali dengan saksi sedangkan 

Termohon adalah ipar sepupu saksi;  

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

rumah orang tua Termohon di Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, 

Kabupaten Kolaka;  

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak, masing-masing bernama : Safania, umur 10 tahun dan Anggita, umur 

5 tahun dan kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;  

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon 

adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mendengar 

nasihat dan suka membantah Pemohon, Termohon suka berkata kasar 

kepada Pemohon dan Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga 

Pemohon;  

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan 

saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon 

dengan kata “setan”; 

- Bahwa Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon 

karena Termohon pelit sehingga keluarga Pemohon tidak suka dengan 

Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 

tahun 2019, Pemohon yang pergi meninggal Termohon di rumah tempat 

kediaman bersama; 
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- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan 

tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak 

berhasil; 

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil alat berat; 

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak 

ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Popalia, 

Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah 

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;  

- Bahwa Pemohon adalah teman dan tetangga dengan saksi sedangkan 

Termohon adalah istri Pemohon;  

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

rumah orang tua Termohon di Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, 

Kabupaten Kolaka;  

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak, masing-masing bernama : Safania, umur 10 tahun dan Anggita, umur 

5 tahun dan kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;  

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon 

adalah Termohon suka marah-marah, Termohon tidak mau mendengar 

nasihat Pemohon dan Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga 

Pemohon;  

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan 

Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Pemohon 

masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 

tahun 2019, Pemohon yang pergi meninggal Termohon di rumah tempat 

kediaman bersama; 

Disclaimer
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- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan 

tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak 

berhasil; 

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil alat berat/eskapator; 

Bahwa akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan 

bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi; 

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi 

kesempatan untuk mengajukan bukti namun tidak mengajukan bukti apapun 

juga; 

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 

kesimpulan  secara lisan  yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan 

jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah 

pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada 

jawabannya namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta tetap pada 

gugatan rekonvensinya, dan keduanya mohon putusan; 

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal 

sebagaimana termuat  dalam berita acara sidang  perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM  KONVENSI: 

         Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan terdahulu ;   

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang 

perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya 

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka 

berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 

66 ayat  (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  sebagaimana  

telah diubah  dengan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo 

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kolaka; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon 

dan Termohon datang menghadap di persidangan sehingga kedua belah pihak 
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diperintahkan menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan 

mediator Muhammad Surur, S.Ag, bahwa mediasi tidak berhasil, maka telah 

terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun 

Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap 

persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak 

berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

telah terpenuhi pula;  

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang 

pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan 

pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon tidak 

menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau 

mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon suka marah dan berkata kasar 

kepada Pemohon, yang berkaitan dengan keuangan dan Termohon tidak 

menghargai keluarga Pemohon pada saat saudara Pemohon singgah ke rumah 

orang Tua Termohon, puncaknya pada bulan November 2019 Pemohon pergi 

meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa 

saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah 

mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah 

sebagian lainnya, namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; 

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga 

sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 

sehingga Pemohon dibebani wajib bukti;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon  

telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 
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isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2009 tercatat pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon merupakan 

fakta yang didengar sendiri sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon 

hanya sebagian fakta yang dilihat sendiri yakni perpisahan tempat tinggal 

Pemohon dan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon relevan 

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai 

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa Termohon yang telah pula diberikan kesempatan 

untuk mengajukan bukti namun tidak mengajukan bukti apapun juga sehingga 

patut dinyatakan bahwa hak-hak Termohon telah terpenuhi dan dalil bantahan 

Termohon patut pula dinyatakan tidak terbukti; 

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon, pengakuan Termohon 

dikaitkan dengan bukti P, keterangan kedua saksi Pemohon, ditemukan fakta-

fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; 

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak dalam asuhan Termohon, masing-masing bernama : Safania 

Alpaira binti Ansar T., lahir 13 September 2009, umur 10 tahun dan Anggita 

Dwi Putri binti Ansar T, lahir 25 Maret 2014, umur 5 tahun, yang kedua anak 

tersebut ikut tinggal bersama Termohon; 
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3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak 

harmonis lagi setidak-tidaknya sejak tahun 2018 karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon 

karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon suka marah dan 

berkata kasar kepada Pemohon apabila Pemohon lambat pulang kerja, 

Termohon tidak mau mendengar nasihat dan suka membantah Pemohon 

serta hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang baik; 

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 

Nopember 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) 

bulan lamanya disebabkan Pemohon meninggalkan Termohon di tempat 

kediaman bersama; 

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan 

tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal; 

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ingin mempertahankan rumah 

tangganya lagi; 

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak 

berhasil; 

9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir alat berat/eskapator; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan antara Pemohon dan 

Termohon sejak bulan Nopember 2019 sebagai akibat kepergian Pemohon 

meninggalkan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi yang patut diduga 

akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang 

sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga 

berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus 

menerus;  

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan 

alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus 

dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata 

ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi 

pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai tersebut adalah apakah 
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rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih 

dapat dipertahankan; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 

tempat tinggal tanpa saling berhubungan lagi, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah tanpa ada alasan yang 

dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah 

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan serta kedua belah pihak 

telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak 

berhasil, serta antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ingin 

mempertahankan rumah tangganya, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali;  

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak 

ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu 

(mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual 

respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan 

rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan 

kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga 

tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang 

digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah 

Ar-Rum ayat 21                         

 لقوم لايت ذلك فى ان ورحمة مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازوجا انفسكم من لكم خلق ان ءايته ومن

 يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri)  sakinah (tentram dan 

damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan 

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan 
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pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 

sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau 

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan 

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah 

pihak, serta akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini 

perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : 

 د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah, tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat telah terjadi perselisihan 

terus menerus, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan 

perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh 

karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim 

menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap; 

DALAM REKONVENSI: 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi maka 

untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam 
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perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon 

menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang 

demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 

K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; 

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi 

menjadi dasar dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam 

Rekonvensi; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat 

membayar/memberikan kepada Penggugat berupa : 

1. Nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

- Safania Alpaira binti Ansar T., lahir 13 September 2009, umur 10 tahun; 

- Anggita Dwi Putri binti Ansar T, lahir 25 Maret 2014, umur 5 tahun; 

masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun); 

2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, 

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam 

jawabannya pada pokoknya tidak keberatan dan sanggup memenuhi tuntutan 

Penggugat tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan sanggup 

memenuhi tuntutan Penggugat tersebut serta tuntutan Penggugat tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat 

untuk membayar kepada Penggugat: 

1. Nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

- Safania Alpaira binti Ansar T., umur 10 tahun; 

- Anggita Dwi Putri binti Ansar T, umur 5 tahun, 

masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah 

menikah; 

2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, 

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 
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Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut dan tidak ada 

kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal penambahan nafkah 

anak, namun dengan memperhatikan kebutuhan seorang anak cenderung 

selalu bertambah atau meningkat seiring dengan perkembangan usia anak dan 

harga kebutuhan hidup meningkat setiap tahunnya, maka Majelis menilai 

nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat patut ditambah 10% 

(sepuluh persen) setiap tahunnya; 

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat tidak menuntut dan tidak 

ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal waktu pembayaran 

nafkah iddah dan mut’ah namun tujuan pemberian nafkah iddah dan mut’ah 

adalah untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, 

kegelisahan akibat terjadinya perceraian dan untuk memenuhi kebutuhan istri 

yang diharuskan tetap tinggal di rumah selama menjalani masa iddah, dan 

selaras dengan tujuan tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum dan 

menjaga hak-hak Penggugat sebagai istri, maka diperintahkan kepada Tergugat 

untuk menyerahkan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah tersebut sesaat sebelum 

Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di muka persidangan 

(SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Bagi Pengadilan); 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan 

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam 

perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

DALAM KONVENSI: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Ansar Taslim bin Taslim) untuk menjatuhkan 

talak satu raj'i terhadap Termohon (Nia binti Dalika) di depan sidang 

Pengadilan Agama Kolaka; 

DALAM REKONVENSI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: 

2.1. Nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

- Safania Alpaira binti Ansar T., umur 10 tahun; 

- Anggita Dwi Putri binti Ansar T, umur 5 tahun, 

masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah 

menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya; 

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, 

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

2.3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

3. Menghukum Tergugat membayar sebagaimana pada diktum 2.2 dan 2.3 

tersebut sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: 

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu 

rupiah); 

 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi,  

bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami 

Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H 

dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu 

juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh 

Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi; 
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Hakim Anggota I 

 

T t d 

 

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H 

 Ketua Majelis 

 

T t d 

 

MUHAMMAD SURUR, S.Ag 
   

Hakim Anggota II 

 

T t d 

 

HASNAWATI, S.HI 

  

  Panitera Pengganti 

 

T t d 

 

BURHAN, S.H 

Rincian Biaya Perkara: 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

2.  Biaya Proses : Rp. 50.000,00 

3.  Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00 

4.  Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 

5.  Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 

 Jumlah   : Rp. 416.000,00 

(empat ratus enam belas ribu rupiah) 

 

 

 

Salinan Sesuai Aslinya 

Pengadilan Agama Kolaka 

Panitera, 

 

 

 

ABDUL RAHMAN, S.Ag 
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